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BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian skripsi, terdapat 2 kesimpulan :

1. Pratik penyelenggaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan di BPJS

Ketenagakerjaan.

Kota Yogyakarta tidak berjalan sesuai dengan harapan pekerja, karena

bentuk klaim yang dapat dilakukan hanya berupa pencairan uang tunai,

sedangkan untuk klaim pelatihan kerja dan informasi pasar kerja

merupakan kewenangan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang

diselenggarakan melalui sistem online di website SIAPkerja, untuk

wilayah Kota Yogyakarta terdapat keterbatasan akses manfaat pelatihan

kerja disebabkan karena minimnya fasilitas pelatihan kerja, serta

sedikitnya jenis variasi pelatihan kerja yang dapat diakses oleh pekerja.

2. Kendala klaim manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan, adalah :

a) Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, terkait

banyaknya jumlah perusahaan mikro di Kota Yogyakarta yang tidak

memenuhi syarat untuk mengikuti 4 program BPJS terdahulu yaitu

JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JKM (Jaminan Kematian), JHT

(Jaminan Hari Tua), dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), dan

minimnya informasi yang mengakibatkan pekerja yang tidak
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memenuhi syarat dikarenakan kepesertaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) dibayarkan secara pribadi.

b) Dari sisi Disnakertrans Kota Yogyakarta, kendala yang dihadapi

berkaitan dengan pembagian porsi pelaksanaan klaim Jaminan

Kehilangan Pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga pihak Disnakertrans

tidak dapat membantu proses pencairan manfaat pelatihan kerja dan

informasi pasar kerja.

c) Dari sisi Pekerja, memiliki kendala berupa minimnya informasi

untuk segera mendaftarkan akun SIAPkerja miliki Kementerian

Ketenagakerjaan, agar dapat mengakses klaim manfaat pelatihan pasar

kerja dan informasi pasar kerja. Kendala selanjutnya, berkaitan

dengan kesulitan mengakses klaim manfaat pelatihan kerja

dikarenakan untuk Kota Yogyakarta bentuk pelatihan kerja yang

ditawarkan jumlahnya sedikit, dan bidang tersebut tidak sesuai

dengan harapan pekerja.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak terkait :

1. Pihak BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, agar memaksimalkan

bentuk sosialisasi terkait dengan pesyaratan yang harus dipenuhi

oleh pemberi kerja (perusahaan) serta pekerja, bentuk sosialisasi

dapat dilakukan secara langsung di perusahaan, agar informasi

tersampaikan dengan lengkap, dan tepat. Kemudian, pihak BPJS
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Ketenagakerjaan dapat memberikan masukan kepada pihak

Kementerian Ketenagakerjaan agar dalam pelaksanaan klaim

manfaat pelatihan kerja dapat dilimpahkan kepada pihak

Disnakertrans, agar pekerja dapat mengakses bentuk pelatihan kerja

yang bervariasi.

2. Pihak Disnakertrans Kota Yogyakarta, agar dapat ikut serta untuk

melakukan pengarahan klaim manfaat pelatihan kerja Jaminan

Kehilangan Pekerjaan dan pelaksanaanya, kemudian membantu

memberikan informasi pendaftaran akun SIAPkerja.

3. Pekerja, agar memahami persyaratan yang harus terpenuhi yaitu

terkait kepeserta Jaminan Kesehatan Nasional yang tidak dibayarkan

secara pribadi, serta kesadaran diri peserta untuk segera melakukan

pendaftaran akun SIAPkerja agar dapat melakukan klaim manfaat

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
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GAMBAR

Gambar 1, grafik pertumbuhan tenaga kerja di Indonesia :

Grafik : Aulia Mutiara Hatia Putri, CNN November 2022. Sumber :BPKM.

Gambar 2, data peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan :

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, 2023.
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Gambar 3, menu yang terdapat dalam website SIAPkerja dibawah

naungan Kementerian Ketenagakerjaan :

Sumber : Website SIAPkerja.kemenaker.go.id

Gambar 4, menu karirhub :

Sumber : Website SIAPkerja.kemenaker.go.id

 

 



87

Gambar 5, menu skill hub :

Sumber : Website SIAPkerja.kemenaker.go.id
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Gambar 6, contoh ilustrasi pembayaran iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan :

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.

Gambar 7, persentase rekomposisi untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan :

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.
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Gambar 8, contoh menu karir hub :

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.

Gambar 9, merupakan contoh skill hub :

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.
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Gambar 10, contoh input keterangan SIPP :

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta.

 

 


